PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 81 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Daerah dan dalam
rangka pengamanan barang daerah perlu
dilakukan pemantapan administrasi
pengelolaan secara profesional sebab
barang daerah sebagai salah satu unsur
penting dalam penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah,
maka barang daerah tersebut perlu dikelola
secara tertib agar dapat dimanfaatkan
secara optimal dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Otonomi Daerabh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada
huruf a di atas, perlu dibentuk Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah.
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah  Swatantra
Tingkat | Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1617);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2043);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3041);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3815);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
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Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
1971 tentang Penjualan  Kendaraan
Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran
Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1967);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1994 tentang Rumah Negara (Lembaran
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Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3573);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001
tentang Pengamanan dan Pengalihan
Barang Milik / Kekayaan Negara dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4609);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerabh;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02
Tahun 2007  tentang Pembentukan
Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Maluku dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Maluku.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

Menetapkan

MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH  TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH.



